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P U T U S A N 

Nomor 008/Pdt.G/2016/PA Ars 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 

pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat 

antara:  

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat 

tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Penggugat. 

melawan 

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal 

di Kabupaten Keerom, sebagai Tergugat. 

Pengadilan Agama tersebut. 

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara. 

Setelah mendengar keterangan Penggugat  dan para saksi di muka sidang.  

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 

Februari 2016 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar 

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 008/Pdt.G/2016/PA Ars 

tanggal 01 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:  

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat  

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama -,  Nomor - tanggal - Januari 2013. 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di - rumah 

orangtua Tergugat  sebagai tempat kediaman bersama terakhir. 

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat  dengan Tergugat  telah 

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum telah dikaruniai  

keturunan Anak tunggal Penggugat dan Tergugat, Umur 2 tahun 3 bulan, 

berada dibawah asuhan Penggugat. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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4. Bahwa sejak Januari 2015  ketentraman rumah tangga Penggugat  dengan 

Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara 

Penggugat  dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk 

dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:  

a. Selama menikah Tergugat memberi nafkah tidak menentu kepada 

Penggugat sementara untuk membeli rokok setiap hari bisa, Tergugat 

tidak mau memenuhi kebutuhan anak. 

b. Penggugat tidak betah tinggal sama mertua hingga berniat membangun 

rumah sendiri dengan cara meminjam uang dari bank dengan 

kesepakatan membayar bersama antara Penggugat dan Tergugat tapi 

pada akhirnya Penggugat  yang menanggung sendiri angsuran Bank. 

c. Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat. 

d. Tergugat selalu meminta uang rokok dan bensin kepada Penggugat 

sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat tidak mau 

membantu Penggugat. 

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat  dengan 

Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada April 2015, yang akibatnya 

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan 

tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Komunikasi antara 

Penggugat dan Tergugat sebatas persoalan anak. 

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat  dengan 

Tergugat  sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan 

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah 

sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak 

tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian 

merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan 

permasalahan Penggugat dengan Tergugat. 

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35  Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 

1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso 

mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan  

Penggugat  dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat 

Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk 

kepentingan tersebut. 

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku.   

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan 

Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra  Tergugat Tergugat terhadap 

Penggugat Penggugat. 

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan 

salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan 

Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah  tempat 

tinggal  Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar 

yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut. 

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum. 

Atau, 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  yang seadil-adilnya 

(ex Aequo et bono). 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim, Penggugat 

telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah 

dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang 

tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau 

kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan 

tertanggal 15 Februari 2016 dan 25 Februari 2016 Tergugat telah dipanggil 

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu 

disebabkan suatu halangan yang sah. 

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Mediasi, setiap perkara perdata wajib di Mediasi, oleh karena Tergugat tidak 

pernah datang di muka sidang, maka Majelis Hakim menganggap bahwa 

perkara ini tidak layak dimediasi. 

Disclaimer
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Bahwa meskipun mediasi tidak dilaksanakan, Majelis Hakim tetap 

berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada 

Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak 

berhasil. 

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, maka Ketua Majelis 

membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat tanpa ada perubahan yang dilakukan oleh Penggugat. 

Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan tanggapan dan atau 

jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang. 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa:   

A. Surat: 

- Fotokopi  Buku Kutipan Akta Nikah Nomor  -,  tanggal - Januari 2013, 

yang diterbitkan oleh K e p a l a  Kantor Urusan Agama -, Kabupaten 

Keerom, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah 

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai 

(bukti P). 

B. Saksi: 

1. Nama Saksi Pertama umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat 

tinggal di Kabupaten Keerom. di bawah sumpahnya memberikan 

keterangan sebagai berikut : 

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat. 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di - awal Januari 2013. 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di - 

kemudian pindah ke -  di rumah orangtua Tergugat sebagai tempat 

kediaman bersama dan terakhir. 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-

laki bernama Anak tunggal Penggugat dan Tergugat, Umur 2 tahun 3 

bulan, berada dibawah asuhan Penggugat 

- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sebagai kepala 

rumah tangga dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup 

sehari-hari tidak menentu atau jarang malahan untuk rakok dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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bensin selalu minta kepada Penggugat, Tergugat tidak 

bertanggungjawab terhadap hutang bersama di Bank sehingga 

Penggugat yang harus menanggung untuk membayar hutang 

tersebut, serta Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat. 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal 

serumah lagi sejak bulan April 2015 dan yang meninggalkan tempat 

tinggal bersama adalah Tergugat. 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi namun 

komunikasi masi terjalin namun hanya sebatas anak. 

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada 

Penggugat, sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat 

bekerja sebagai guru honorer serta orangtua Penggugat juga 

membantu Penggugat. 

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaiakan Penggugat 

dan Tergugat namun  tidak berhasil karena Tergugat tidak berubah 

sikapnya, 

2. Saksi Kedua, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di 

Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan 

sebagai berikut: 

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat. 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di - tahun 2013 dan Saksi 

hadir waktu itu. 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di - 

kemudian pindah dan tinggal di - di rumah orangtua Tergugat 

kemudian pindah lagi ke - sebagai tempat kediaman bersama dan 

terakhir. 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-

laki bernama Anak tunggal Penggugat dan Tergugat, Umur 2 tahun 3 

bulan, berada dibawah asuhan Penggugat. 

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis namun sejak setahun terakhir mulai tidak harmonis lagi 

disebabkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga dalam 

memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak menentu 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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atau jarang malahan untuk rakok dan bensin selalu minta kepada 

Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap hutang 

bersama di Bank sehingga Penggugat yang harus menanggung 

untuk membayar hutang tersebut. 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal 

serumah lagi kurang lebih tiga bulan lamanya dan yang 

meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat tanpa izin 

Penggugat. 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi 

maupun komunikasi. 

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada 

Penggugat, sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat 

bekerja sebagai guru honorer serta  orangtua Penggugat juga 

membantu Penggugat. 

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaiakan Penggugat 

dan Tergugat namun  tidak berhasil karena Tergugat tidak berubah 

sikapnya, 

Bahwa, Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan 

mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan 

kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada 

pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan. 

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini.   

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas; 

Menimbang  bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil 

secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di muka sidang, terhadap 

panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat  tidak 

datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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paptut. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak melakukan upaya perdamaian 

melalui Mediasi sebagaimana yang dikehendaki ketentuan PERMA Nomor 1 

Tahun 2016 tentan proses mediasi di pengadilan, karena Tergugat tidak datang 

menghadap di muka sidang. Namun Majelis Hakim selalu berupaya secara 

maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar dan kembali rukun lagi, 

tetapi tidak berhasil. Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan 

(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  50 Tahun 2009 Tentang Peradilan 

Agama dan pasal 154 ayat (1) RBG serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) di Indonesia. 

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil, bahwa 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena : 

a. Selama menikah Tergugat memberi nafkah tidak menentu kepada 

Penggugat sementara untuk membeli rokok setiap hari bisa, Tergugat tidak 

mau memenuhi kebutuhan anak. 

b. Penggugat tidak betah tinggal sama mertua hingga berniat membangun 

rumah sendiri dengan cara meminjam uang dari bank dengan kesepakatan 

membayar bersama antara Penggugat dan Tergugat tapi pada akhirnya 

Penggugat  yang menanggung sendiri angsuran Bank. 

c. Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat. 

d. Tergugat selalu meminta uang rokok dan bensin kepada Penggugat 

sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat tidak mau 

membantu Penggugat. 

Menimbang  bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan 

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih 

lanjut. 

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannnya 

telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan 2 (dua) orang saksi telah 
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memberikan keterangannya dibawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut 

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: 

Menimbang  bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, lagi pula 

dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang 

dipersengketakan di Pengadilan.  

Menimbang bahwa alat bukti (P) tersebut, telah memenuhi syarat formil 

dan materil sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 284 dan 

pasal 285 Rbg. 

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti (P) tersebut telah memenuhi 

syarat formil dan materil sebagai alat bukti autentik, maka alat bukti tersebut 

memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan 

demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat 

adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang 

berkompeten dalam perkara ini. 

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi 

masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua saksi tersebut 

bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang 

diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang 

diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, 

lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, 

maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti 

yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam 

putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) 

Rbg. 

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat 

dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di 

persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai 

berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 

seorang anak. 
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2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan 

harmonis namun sejak Januari 2015 mulai tidak harmonis karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak 

menentu dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak 

bertanggung jawab terhadap hutang bersama di Bank serta Tergugat tidak 

menghormati orang tua Penggugat. 

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi layaknya suami 

istri kurang lebih 1 tahun. 

4. Bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan sikap bersikeras untuk 

bercerai dengan Termohon. 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti 

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 

terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage). 

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari 

keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 

tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam 

sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana 

mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat 

telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan 

pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga 

Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan 

pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam. 

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai 

keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diamanatkan 

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 

1974. Hal ini senafas dengan Al-Qur’an, surah Arrum ayat (21) sebagai berikut: 

◆ ⧫◆  ⧫◼ 

⬧  → ◆ 
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❑⧫ ⬧ 

➔◆ →◆⧫ ◆❑ 

☺◆◆    ⬧ ⧫ 

❑⬧ ⧫⧫⧫. 

Artinya” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir. ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah 

tangga antara Penggugat dan Tergugat. 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta 

bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 

keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat 

dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan 

kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian. 

Menimbang  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk 

pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1), 

dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) 

patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba’in. 

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh 

Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang 

dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba’in 

shugraa Tergugat kepada Penggugat. 

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang 

dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil 

secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya disebabkan 

suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup 

beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus 

dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan Verstek atau 

tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk pasal 149 ayat (1) Rbg. 

Menimbang bahwa demi untuk tertib administrasi perceraian 

sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
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Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 

Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera 

Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya 

meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat 

Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk 

dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu. 

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua 

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

 Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini. 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di muka sidang, tidak hadir. 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. 

3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat). 

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso, untuk mengirimkan 

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap  kepada Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat 

perkawinan  Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam 

daftar yang disediakan untuk itu. 

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu  rupiah). 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi bertepatan 
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dengan tanggal 22 Jumadilawal 1437 Hijriyah. Oleh kami Ihyaddin, S. Ag., 

M.H., sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. dan Mukhlish Latukau, S.H.I masing-

masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 22 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Abdul 

Kadir, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh  Penggugat tanpa hadirnya  

Tergugat. 

Hakim Anggota, 

 

ttd 

Khairil, S.Ag. 

Ketua Majelis, 

 

ttd 

   Ihyaddin, S. Ag., M.H. 

 

Hakim Anggota, 

 

ttd 

Mukhlish Latukau, S.H.I 

 

 Panitera Pengganti 

 

  ttd 

     Mohammad Abdul Kadir, S.Ag. 

  

 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran       : Rp.   30.000,00 

2. Biaya Proses                : Rp.   50.000,00 

3. Biaya Panggilan          : Rp. 195.000,00 

4. Biaya Redaksi             : Rp.     5.000,00 

5. Biaya Materai             : Rp.     6.000,00 

    Jumlah                              Rp. 286.000,00 

TERBILANG: DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH 
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